SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa dalam rangka memerhatikan konsidi geografis Komisi
Pemilihan Umum kabupaten/kota dalam memfasilitasi
penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi, perlu
mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Plerwakilan Rakyat

Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5215);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ...
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012
tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2013;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014,

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan di antara ayat (2) dan
ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A) dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013
tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 8

(1) Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai
tingkatannya paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah

hari pemungutan suara.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari
pengurus Partai Politik peserta Pemilu di tingkat
kabupaten/kota kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) hari setelah
menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye.

(2A) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyerahkan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari calon
anggota DPD di tingkat provinsi kepada KAP yang
difasilitasi oleh KPU paling lambat 3 (tiga) hari setelah
menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye.

(3) Laporan ...
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(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai
dengan asersi Peserta Pemilu mengenai kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(4) KPU dan KPU Provinsi /KIP Aceh menyampaikan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
yang telah diterima kepada KAP yang ditunjuk KPU dan
KPU Provinsi/KIP Aceh.”

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 434

_ —-Salinan sesuai dengan aslinya

~Nur Syarifah

| SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum
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